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Abstract

This research aims to provide an assessment of the implementation of the Action Plan for the
Prevention, Eradication, Abuse, and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors (P4GN) in
the prevention field conducted by the National Narcotics Agency of Bengkulu Province. This study
utilizes a qualitative method employing a case study research strategy. Data is collected through
interviews, observations, and documentation, while data analysis is carried out interactively using the
Miles and Huberman data analysis model. The research findings indicate that there are three well-
assessed prevention programs/activities and two programs/activities whose implementation needs
improvement. The evaluation of the effectiveness of these programs/activities is based on the
achievement of P4GN success indicators. The three programs/activities that received positive
evaluations are: a) P4GN socialization, b) urine testing for non-civil servant employees and
transportation service operators, and c) drug-free village program. On the other hand, the two
programs/activities that require improvement are: a) urine testing for every family planning activity,
and b) urine testing for core members of the anti-drug youth cadre

Key Words : Drug Countermeasures; Drug Abuse Prevention; Evaluation of the National Action Plan for
Drug Control (P4GN)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai pelaksanaan Rencana Aksi Program P4GN
(Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika) di bidang pencegahan, yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu.
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Data
dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan
secara interaktif menggunakan model analisis data Miles and Huberman. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat tiga program/kegiatan pencegahan yang dinilai baik dan dua
program/kegiatan yang dinilai belum baik pelaksanaanya. Penilaian baik atau tidaknya
program/kegiatan tersebut ditentukan berdasarkan capaian indikator keberhasilan P4GN. Ketiga
program/kegiatan yang nilai baik tersebut adalah a) sosialisasi PAGN, b) tes urine kepada pegawai non-
ASN dan awak operator penyedia jasa trasportasi, dan c) program desa bersih dari narkoba, sedangkan
dua program/kegiatan yang dinilai belum baik tersebut adalah a) tes urine pada setiap kegiatan
generasi berencana, dan b) tes urine terhadap kader inti pemuda anti narkoba.

Key Words : Penanggulangan Narkoba; Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba; Evaluasi PAGN
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Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah
menetapkan narkoba (narkotika dan obat-
obatan terlarang) sebagai kejahatan luar
biasa (extra ordinary crime). Hal ini didasari
oleh Putusan Konstitusi RI No. 2/PUU-
V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang
Narkotika. Menurut data dari BNN (Badan
Narkotika Nasional) diketahui bahwa
tingkat prevalensi pengguna narkoba di
Indonesia mengalami kenaikan 0,15% pada
tahun 2021 dari 1,80% (3.419.188 jiwa)
pengguna narkoba, pada tahun 2019
menjadi 1,95% (3,66 juta jiwa). Selain itu,
kasus penyalahgunaan narkoba saat ini
tidak hanya berasal dari masyarakat biasa
akan tetapi juga dilakukan oleh oknum
ASN (Aparatur Sipil Negara) dan TNI-
POLRI (Setiawan, 2022).

Provinsi Bengkulu merupakan
salah satu Provinsi di Indonesia yang
sedang berjuang keras untuk mengatasai
permasalahan penyalahgunaan narkoba.
Berdasarkan survey nasional yang
dilakukan oleh BNN dan bekerja sama
dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) pada tahun 2019, tercatat
1,30% dari jumlah penduduk atau sebesar
19.698 orang terpapar narkotika (BNNP,
2021). Meskipun berdasarkan data tindak
pidana narkotika tahun 2020, Provinsi
Bengkulu berada pada peringkat 24 dan
pada tahun 2021 berada pada peringkat ke
25 akan tetapi di Kota Bengkulu
penyalahgunaan narkoba mengalami
peningkatan. Penyalahgunaan narkoba di
Kota Bengkulu mengalami kenaikan pada
tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020
lalu (Feraro, 2021). Kasus penyalahgunaan
narkoba ini harus ditangani dengan serius,
untuk pemerintah harus merancang
kebijakan agar masyarakat memiliki
aktivitas positif terutama generasi muda,
namun juga perlu pengawasan orang tua

dan lingkungan saling mengingatkan
(Supandi, 2022).

Ada banyak hasil penelitian yang
membahas tentang isu narkoba. Pertama
penelitian yang membahas tentang
penanggulangan narkoba dari berbagai
perspektif, yaitu: (B. M. Putra, 2021),
(Mintawati, 2021),(Silalahi, 2018),
(Hariyanto, 2018), (Novita et al., 2018),
(Iriani, 2015) dll. Kedua penelitian yang
membahas dampak penyalahgunaan
narkoba, yaitu : (Hasni, 2018), (Elpandi,
2019), (Harbia et al., 2018) dll. Ketiga
penelitian yang membahas tentang
implementasi kebijakan pencegahan dan
pemberantasan  penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba dari berbagai
perspektif, yaitu: (Komara et al., 2021),
(Djaba & Rachman, 2019), (Wulandari,
2016) dll.

Berdasarkan  hasil
sebelumnya, diketahui bahwa masih
terbatasnya penelitian yang membahas
evaluasi program
narkoba khususnya di bidang pencegahan.
Selain itu, jumlah penelitian yang
membahas  tentang
narkoba di Kota Bengkulu masih sangat

penelitian

penanggulangan

penyalahgunaan

sedikit. Salah satu yang membahas isu
narkoba di Kota Bengkulu adalah (Zefrian
et al, 2022), hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa upaya
pemberantasan penyalahgunaan narkoba
di kalangan remaja sudah dilaksanakan
oleh  BNN Provinsi Bengkulu sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku. Namun, sumber daya yang
dimiliki oleh BNN Provinsi Bengkulu
masih kurang memadai, dan diperlukan
adanya pendekatan yang berbeda oleh
Pegawai BNNP terhadap masyarakat dan
remaja supaya terjalin dengan baik
kerjasama dalam penanggulangan narkoba
di Kota Bengkulu. Gubernur, Walikota dan
DPRD Provinsi dan Kota Bengkulu
seharusnya

memberikan  dukungan
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kepada  BNNP
melaksanakan

Bengkulu  dalam
program-program
penanggulangan narkoba.

Adapun perbedaan penelitian
terdahulu dengan penelitian ini adalah
dari segi metode penelitian, tempat, waktu
serta obyek penelitian. Penelitian ini
dilakukan menggunakan metode kualitatif
dengan strategi studi kasus, dilakukan di
Kota Bengkulu pada Bulan Desember 2022
s/d Bulan Juni 2023. Obyek Penelitian ini
adalah Program P4GN dan Badan
Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai
pelaksanaan rencana aksi program P4GN
oleh BNNP Bengkulu di bidang
Pencegahan di Kota Bengkulu.

Tinjauan Pustaka
Definisi Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan
(policy) berasal dari bahasa Yunani, dan
Latin. Dalam bahasa Yunani kebijakan
berasal dari polis yang berarti “negara-
kota” dan dalam bahasa Latin berasal dari
kata politin yang berarti negara. Namun,
untuk memahami kebijakan publik tidak
cukup hanya dengan mengetahui asal usul
katanya saja, akan tetapi diperlukan
definisi yang jelas dan terukur supaya
pemahaman terhadap kebijakan publik
menjadi lebih baik.

James Anderson mendefinisikan
kebijakan sebagai arah tindakan yang
ditetapkan oleh seorang aktor atau lebih
untuk menyelesaikan suatu masalah atau
persoalan. Pandangan mengenai kebijakan
publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah
kategori yaitu (1) pendapat yang
menganggap bahwa kebijakan publik
merupakan aktivitas atau tindakan
pemerintah, dan (2) pendapat yang
memberikan perhatian khusus kepada
tahapan pelaksanaan kebijakan (Winarno,
2010). Selanjutnya, kebijakan publik dapat

didefinisikan sebagai pengetahuan tentang
kebijakan publik yaitu pengetahuan
tentang sebab-sebab, konsekuensi dan
kinerja kebijakan, sedangkan pengetahuan
dalam kebijakan publik adalah proses
menyediakan informasi dan pengetahuan
untuk para eksekutif, anggota legislatif,
lembaga peradilan dan masyarakat umum
yang berguna dalam proses perumusan
kebijakan (Syafiie, 2006).

Berdasarkan definisi atau
pengertian kebijakan publik di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa kebijakan
publik adalah berbagai tindakan atau
keputusan yang diambil atau dilakukan
oleh pejabat yang berwenang (pemerintah)
yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu
masalah publik atau untuk mewujudkan
visi dan misi suatu negara/daerah yang
dimanifestasikan dalam tujuan-tujuan
pembangungan baik dalam jangka pendek,
menangah atau panjang.

Proses Kebijakan Publik
Proses kebijakan
dikonseptualisasikan secara berurutan
atau seperti tahapan-tahapan yakni (1)
munculnya masalah, (2) agenda setting, (3)
pemilihan  alternatif = kebijakan, (3)
pengambilan keputusan, (5) implementasi,
dan (6) evaluasi. Berdasarkan pandangan
tersebut, lingkungan kebijakan harus
mendorong masalah tertentu agar masuk
ke dalam agenda kebijakan/aganda setting.
Jika mungkin, Aktor kebijakan akan
meminta pertimbangan dari para ahli
untuk memilih alternatif kebijakan terbaik,
lalu menetapkannya menjadi sebuah
kebijakan  untuk  diimplementasikan.
Namun, dalam  praktiknya proses
kebijakan sering bertolak belakang dengan
pandangan tersebut. Hal ini disebabkan
oleh variabel-variabel terkait dengan isu-

biasanya

isu kebijakan saling berhubungan dan
mempengaruhi (Benson & Jordan, 2015).
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Berikut ini merupakan penjelasan
proses kebijakan publik yang
dikonseptualisasikan sebagai tahapan-
tahapan kebijakan publik:

(1) Identifikasi Masalah: Tahap awal
dalam pembuatan kebijakan adalah
mengidentifikasi masalah atau isu
yang perlu diatasi oleh pemerintah. Hal
ini melibatkan analisis dan
pemahaman yang mendalam tentang
masalah tersebut. Perumusan Agenda:
Setelah masalah diidentifikasi, masalah
tersebut perlu dimasukkan ke dalam
agenda kebijakan sehingga pemerintah
dan masyarakat menjadi sadar akan
kepentingannya.

(2) Analisis

melibatkan analisis berbagai solusi

Kebijakan: ~ Tahap  ini

yang mungkin untuk mengatasi

masalah yang diidentifikasi. Ini

termasuk mengidentifikasi
konsekuensi dan dampak dari setiap
opsi kebijakan.

(3) Pengembangan Kebijakan: Pada tahap
ini, pemerintah atau badan terkait
mengembangkan rancangan kebijakan
yang akan diimplementasikan.

Rancangan ini mencakup rincian

tentang bagaimana kebijakan akan

dijalankan,  termasuk  anggaran,
sumber daya, dan aspek teknis lainnya.

(4) Pembuatan Keputusan: Keputusan
resmi mengenai kebijakan dibuat oleh
pemerintah atau badan pemerintahan
yang berwenang. Keputusan ini dapat
berbentuk undang-undang, peraturan,
atau keputusan eksekutif, tergantung
pada proses hukum di suatu negara.

kebijakan

disetujui, langkah selanjutnya adalah

(5) Implementasi:  Setelah

mengimplementasikannya. Ini
melibatkan alokasi sumber daya,
pelaksanaan program, dan penyediaan
petunjuk kepada pihak-pihak yang
terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

(6) Evaluasi: Evaluasi dilakukan untuk
mengukur efektivitas kebijakan dan
apakah tujuan yang ditetapkan telah
tercapai. Jika diperlukan, kebijakan
dapat direvisi atau ditingkatkan.

(7) Monitoring:  Selama  pelaksanaan
kebijakan, perlu ada pengawasan
terus-menerus untuk memastikan
bahwa kebijakan tersebut berjalan
sesuai rencana dan tidak menghadapi
masalah yang serius.

(8) Umpan balik dan Koreksi: Dari hasil
pemantauan dan evaluasi, umpan balik
digunakan untuk mengoreksi
kebijakan jika diperlukan. Ini dapat
berarti mengubah, memperbaiki, atau
menggulirkan kembali kebijakan.

Tahapan-tahapan ini tidak selalu
berjalan secara linier, dan seringkali
terdapat interaksi dan penyesuaian antara
tahapan-tahapan
pembuatan kebijakan dapat berlangsung
dalam waktu yang lama dan melibatkan
berbagai pihak yang berkepentingan

Evaluasi Kebijakan Publik
Secara umum evaluasi adalah

tersebut. Proses

kegiatan atau aktivitas untuk melakukan
penilaian atau penaksiran terhadap
sesuatu. Dalam konteks kebijakan publik,
evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai
aktivitas atau kegiatan dalam memberikan
penilaian atau penaksiran terhadap suatu
kebijakan publik. Penilaian atau penafsiran
ini dapat dilakukan dalam setiap tahapan
kebijakan yaitu perumusan, implementasi
dan evaluasi itu sendiri. Namun demikian,
evaluasi kebijakan lebih dikenal sebagai
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aktivitas penilaian suatu kebijakan yang
bertujuan untuk menilai sejauh mana
kebijakan atau program tersebut dapat
mengatasi suatu masalah atau untuk
menilai outcome atau dampak sebuah
kebijakan tertentu.

Parsons  yang  dikutip
(Anggara, 2014) menjelaskan studi evaluasi
kebijakan adalah bagaimana kebijakan
publik dapat ditafsirkan audit, dinilai dan
dikontrol. Studi tentang evaluasi kebijakan
terdiri dari menilai apakah kebijakan
publik  mencapai tujuan.
merupakan riset untuk mengumpulkan,
menganalisis dan menyajikan informasi
yang bermanfaat mengenai objek yang
dievaluasi dengan membandingkannya
dengan berbagai indikator dan hasilnya
digunakan untuk mengambil keputusan
mengenai objek evaluasi (Wirawan, 2011).
Evaluasi kebijakan publik adalah suatu
proses untuk menilai seberapa jauh suatu
kebijakan publik dapat menmbuahkan
hasil, yaitu memperoleh tujuan dan target.
Selanjutnya, (Dunn, 2003) menyatakan

Evaluasi

bahwa istilah evaluasi dapat disamakan
dengan penaksiran (appraisal), pemberian
angka (rating), dan penilaian (assessment).
Ketiga istilah tersebut memiliki makna
untuk  menyatakan  usaha  untuk
menganalisis hasil kebijakan dengan
satuan nilai tertentu. Lebih lanjut, dalam
arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan
dengan produksi informasi mengenai nilai
atau manfaat hasil kebijakan (Widodo,
2008).

Dengan
disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan
publik merupakan serangkaian kegiatan
yang dilakukan dalam rangka mencari
informasi terkait hasil dari implementasi
kebijakan secara keseluruhan, kemudian

demikian, dapat

melakukan penilaian terhadap hasil dari
kebijakan tersebut apakah baik dalam hal
pelaksanaan, manfaat untuk dijadikan

bahan rekomendasi untuk kebijakan
selanjutnya.

Tipe Evaluasi Kebijakan Publik
Sebagian besar model evaluasi
kebijakan berakar pada perspektif pada
analisis rasional yang digunakan untuk
menentukan kesenjangan antara apa yang
dikonsepsikan oleh tujuan awal kebijakan
dengan apa yang sebenarnya telah dicapai
oleh kebijakan atau program vyang
diimplementasikan. Namun, ada model
evaluasi lain yang memiliki fokus yang
berbeda seperti apa tujuan sebenarnya dari
evaluasi, apa peran evaluator dalam proses
tersebut, sejauh mana cakupan evaluasi
yang seharusnya dilakukan seperti
menggunakan instrumen pengukuran
untuk menentukan keberhasilan sebuah
kebijakan. (Theodoulou & Kofinis, 2004)
mengidentifikasi empat tipe evaluasi
kebijakan yang paling sering digunakan,
yaitu: (1) Evaluasi Proses; (2) Evaluasi
Hasil; (3) Evaluasi Dampak, dan (4)
Analisis Biaya-Manfaat.
(1) Evaluasi Proses. Evaluasi proses
berfokus pada tahapan pelaksanaan
kebijakan atau program, dengan

mengidentifikasi dan menilai
bagaimana proses tersebut berjalan,
termasuk efisiensi, kesesuaian dengan
tujuan, dan kendala yang mungkin
muncul selama pelaksanaan.

(2) Evaluasi Hasil. Evaluasi hasil berupaya
untuk menilai pencapaian tujuan akhir
yang diinginkan dari kebijakan atau
program. Ini mencakup pengukuran
hasil konkret yang telah dicapai, seperti
perubahan  yang terjadi  dalam
masyarakat atau lingkungan sebagai
hasil dari kebijakan tersebut.

(3) Evaluasi Dampak. Evaluasi dampak
mencoba untuk memahami dampak

jangka panjang dari kebijakan atau
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program, baik yang diinginkan
maupun yang tidak diinginkan. Ini
melibatkan analisis lebih lanjut tentang
kebijakan

masyarakat dan

bagaimana tersebut
memengaruhi
lingkungan secara keseluruhan.

(4) Analisis Biaya-Manfaat. Analisis biaya-
manfaat melibatkan penilaian ekonomi
terhadap kebijakan atau program
dengan membandingkan biaya
implementasi dengan manfaat yang
dihasilkan.

menentukan apakah manfaat yang

Tujuannya adalah

diperoleh melebihi biayanya.

Pemilihan jenis evaluasi yang tepat
tergantung pada tujuan evaluasi, informasi
yang  diperlukan, dan  pertanyaan
penelitian yang ingin dijawab. Dengan
menggunakan salah satu atau beberapa
dari jenis evaluasi ini, penilaian kebijakan
dapat memberikan wawasan yang
berharga tentang keefektifan dan dampak
kebijakan publik.

Definisi Program

Program adalah berbagai rencana
kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang
atau kelompok, organisasi, atau institusi
negara. Sebelum  sebuah  program
diimplementasikan, program tersebut
ditetapkan terlebih dahulu dengan
mengacu atau berdasarkan pada sebuah
kebijakan (B. M. Putra, 2020). Sebagai
contoh, program P4GN ditetapkan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dan Intruksi
Presiden Nomor 2 tahun 2020 tentang
Rencana Aksi Nasional Pencegahan,
Pemberantasan = Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika (P4GN).

Dengan demikian, program dalam
konteks kebijakan publik adalah bentuk
konkrit atau penjabaran dari suatu

kebijakan yang telah ditetapkan agar suatu
kebijakan yang telah ditetapkan dapat
mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Evaluasi Program

Evaluasi merupakan proses yang
sistematis dan
untuk mengumpulkan, mendeskripsikan,
menginterpretasikan dan menyajikan

berkelanjutan

informasi tentang suatu program yang
dapat digunakan sebagai dasar untuk
membuat keputusan,
kebijakan atau menyusun program
tertentu, (Widoyoko, 2016). Selanjutnya,
menurut (B. M. Putra & Abbas, 2019),
Evaluasi merupakan proses menilai
keberhasilan suatu program yng dilakukan
oleh evaluator, yang dilakukan secara
terukur dan berkesinambungan.

Selanjutnya,  (Wirawan, 2011)
mengatakan bahwa evaluasi program
adalah  metode  sistematik  untuk
mengumpulkan, menganalisis, dan
memakai informasi hasilnya untuk
menjawab pertanyaan dasar mengenai
suatu program.

merumuskan

Evaluasi program dikelompokkan
menjadi 4 bagian, yakni :
masukan  (input evaluation), yaitu
mengevaluasi apakah sumber sumber
yang diperlukan untuk menjalankan suatu
program, method, material, technologi
sudah tersedia (2) evaluasi proses (process
evaluation), yaitu untuk menilai apakah
layanan atau program telah berjalan sesuai
dengan rencana, dan apakah target yang
dilayani sesuai dengan rencana; (3)
evaluasi manfaat (outcome evaluation), yaitu

(1) evaluasi

untuk mengetahui apakah program telah
menghasilkan perubahan yang
diharapkan; (4) evaluasi akibat (impact
evaluation). Selain itu, ada beberapa prinsip
yang harus dilakukan agar evaluasi yang
dijalankan bisa berjalan maksimal. Wujud
dari hasil evaluasi adalah adanya
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rekomendasi dari  evaluator untuk
mengambil keputusan (decision maker).
Menurut Arikunto dan Safrudin
seperti yang dikutip (Widoyoko, 2016)
menjelaskan ~ bahwa ada empat
kemungkinan kebijakan yang dapat
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan  program,  yaitu: 1)
Menghentikan program, karena
dipandang bahwa program tersebut tidak
ada manfaatnya, atau tidak dapat
terlaksana sebagaimana diharapkan; (2)
Merevisi program, karena ada bagian-
bagian yang kurang sesuai dengan
harapan (terdapat kesalahan tetapi
sedikit); (3) Melanjutkan program, karena
pelaksanaan  program
bahwa segala sesuatu sudah berjalan
sesuai dengan harapan dan memberikan
hasil bermanfaat; dan (4) Menyebarkan
program (melaksanakan program di
tempat lain atau mengulangi lagi program
di lain waktu), karena program tersebut
berhasil dengan baik, maka sangat baik jika
dilaksanakan lagi di tempat dan waktu

menunjukkan

lain.

Berdasarkan uraian di atas,
jelas bahwa evaluasi program adalah
serangkaian aktivitas atau tindakan yang
dilakukan secara sistematis dan terukur
untuk mengetahui dan menilai suatu
kebijakan baik penilaian pada saat
program dirumusan, diimplementasikan
dan dievaluasi. Namun demikian, evaluasi
program dalam penelitian ini adalah
serangkaian aktivitas yang dilakukan
secara sistemastis dan terukur untuk
menilai pelaksanaan program P4GN di
Kota Bengkulu dengan menjadikan
standar ketercapaian yang ditetapkan oleh
Inpres Nomor 2 tahun 2020 sebagai
parameter utama.

Program P4GN (Pencegahan,
Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran  Gelap  Narkotika  dan
Prekursor Narkotika)

Program
pemberantasan  penyalahgunaan dan
peredaran narkoba dan  precursor
narkotika (P4GN), merupakan salah satu
program pemerintah Indonesia untuk
mengatasi berbagai permasalahan yang
berkaitan dengan narkotika dan precursor
narkotika. Program ini ditegaskan dengan
adanya intruksi Presiden Nomor 2 Tahun
2020 Tentang Rencana Aksi Nasional
Pencegahan,
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun
2020-2024 (R, 2020).

Instruksi Presiden ini merupakan
aturan turunan dari Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Program P4GN ini dalam pelaksanaanya

pencegahan dan

Pemberantasan

dibagi menjadi empat Bidang yaitu Bidang
Pencegahan, Bidang Pemberantasan,
Bidang Rehabilitasi dan Bidang Penelitian,
Pengembangan, Data dan Informasi.
Namun demikian, dalam artikel ini hanya
akan mendeskripsikan dan mengevaluasi
pelaksanaan P4GN di Bidang Pencegahan
sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kampanye public
tentang Bahaya
Narkoba dan Prekursor Narkotika
dengan kegiatan sebagai berikut:

a) Sosialisasi PAGN

b) Tes urine dalam setiap

Penggunaan

pelaksanaan kegiatan Generasi
Berencana (GenRe).
2. Deteksi dini

narkotika dan prekursor narkotika,

penyalahgunaan

dengan kegaitan sebagai berikut:
a) Tesurine kepada seluruh calon
Kader Inti Pemuda Anti
Narkoba(KIPAN)
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b) Tes wurine kepada pegawai
Non-ASN  di

Kementerian

lingkungan

Perhubungan
dan awak operator penyedia
jasa transportasi

c) pelaksanaan program desa
bersinar melewati fasilitas
P4AGN dan prioritas dan

pengunaan dana desa

Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari
narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif
lainnya. Akronim ini lazim digunakan oleh
aparat penegak hukum, yaitu kepolisian,
jaksa, hakim, dan petugas
pemasyarakatan, termasuk badan
narkotika tingkat nasional, provinsi,
hingga kabupaten atau kota.

Narkotika

Narkotika adalah sejenis obat yang
digunakan secara berlebihan dapat
memberikan pengaruh atau
menghilangkan kesadaran, sebagai
perangsang, membantu menimbulkan
daya khayal, dan bersifat menenangkan.

Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat,
baik alamiah maupun sintetik bukan
narkotika, yang berkhasiat psikoaktif
melalui pengaruh selektif pada susunan
saraf pusat yang menyebabkan perubahan
khas pada aktivitas mental dan perilaku.
Psikotropika merupakan obat yang
mempengaruhi fungsi perilaku, emosi, dan
pikiran yang digunakan dalam bidang
psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa,
sehingga dalam pelayanan resep obat
psikotropika harus berdasarkan resep
dokter (IKFA, 2018). Jadi, dapat di
simpulkan bahwa psikotropika
merupakan jenis obat atau zat yang dapat
memberikan pengaruh terhadap perilaku,
emosi dan pikiran yang apabila

disalahgunakan dapat
menimbulkan kecanduan.

Bahan Adiktif

Bahan atau zat adiktif merupakan
zat yang mengakibatkan perubahan sel-sel
syaraf di dalam otak. Perubahan-
perubahan ini mempengaruhi sirkuit
pemberi hadiah atau jejak kesenangan
yang dimiliki otak, jejak jejak informasi ini
yang kemudian memberitahukan ke otak
ketika sesuatu (sebuah zat atau sebuah

kejadian) adalah menyenangkan
(Rahmawati, 2023).
Metode

Metode penelitian yang digunakan
adalah metode kualitatif dengan strategi
studi kasus yang bertujuan untuk
memahami gejala-gejala yang tidak
memerlukan kuantifikasi. Aspek penelitian
adalah Program P4GN di Bidang
Pencegahan yakni (1) Peningkatan
Kampanye Publik tentang bahaya
penyalahgunaan narkotika dan Prekursor
Narkotika dan (2) Deteksi  dini
penyalahgunaan narkotika dan precursor
narkotika. Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan Desember 2022 s/d Juni 2023 di Kota
Bengkulu. Informan dalam penelitian ini
berjumlah 21 orang yang ditetapkan
berdasarkan teknik snowball sampling
dengan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya. tersebut
merupakan penyuluh narkoba, analis
pemberdayaan

Informan

masyarakat, analis
intelijen, dokter, psikolog, penyintas
narkoba, dll. Data dalam penelitian ini
dikumpulkan dengan cara observasi,
wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya,
data dianalisis menggunakan model
interaktif Miles and Huberman dengan
tahapan antara lain reduksi data, display
data dan concluasion drawing/verification.
Teknik pengabsahan data menggunakan
teknik triangulasi. Pemeriksaan keabsahan
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data ini terdapat 3 teknik triangulasi, yaitu:
(1) triangulasi sumber, (2) triangulasi
waktu, dan (3) triangulasi Teknik.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data dari
wawancara, observasi dan dokumentasi
dapat disimpulkan bahwa secara umum
kegiatan rencana aksi P4GN di bidang
pencegahan telah dilakukan oleh BNNP
Provinsi Bengkulu sesuai dengan tugas,,
fungsi dan kedudukannya.

Peningkatan Kampanye Publik tentang
Bahaya Penyalagunaan Narkotika dan
Prekursor Narkotika
Kampanye  publik
bahaya penyalahgunaan narkoba dan
precursor narkoba merupakan salah satu
cara untuk memberi informasi satu arah
dari pembicara tentang bahaya pemakaian
narkoba dan tanpa tanya jawab. Biasanya
hanya memberikan garis besar, dangkal,
dan umum. Misi dari kampanye ini adalah
sebagai pesan untuk
penyalahgunaan narkotika, tanpa
penjelasan yang mendalam atau ilmiah

mengenai

melawan

tentang narkotika tersebut.

Sosialisasi P4GN dan Tes Urin dalam
Setiap Kegiatan Generasi Berencana (GenRe)

Dalam rangka
penyebaran informasi tentang P4GN di
lingkungan pelajar serta persiapan
pencanangan sekolah bersinar. BNNP
Bengkulu terus menerus memberikan
tentang  P4GN  untuk
memberikan informasi kepada para siswa
tentang bahaya narkoba guna
membentengi siswa dari pengaruh
penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba.

mendukung

sosialisasi

Berdasarkan hasil analisis data dari
wawancara, observasi dan dokumentasi
diketauhi bahwa BNN Provinsi Bengkulu
sudah melaksanakan sosialisasi program
P4GN di berbagai sekolah di Provinsi

Bengkulu termasuk di Kota Bengkulu.
Pelaksanaan sosialisasi P4GN ini dinilai
baik berdasarkan indikator keberhasilan
program P4GN yang tertuang di Inpres
Nomor 2 Tahun 2020  yakni
penyelenggaraan sosialiasi PAGN minimal
dilakukan satu kali dalam satu tahun.
Namun, untuk program tes urine dalam
setiap pelaksanaan kegiatan GenRe dinilai
kurang baik karena meskipun sudah
melaksanakan sosialisasi tetapi tes urine
belum dilaksanakan pada setiap kegiatan
GenRe sebagaimana tertera dalam INPRES
No 2 tahun 2020. Kegiatan ini bertujuan
untuk merangkul para remaja agar jauh
dari penyalangunaan narkotika. Program
BNNP Bengkulu bekerja sama dengan
berbagai pihak, baik elektronik maupun
non elektronik, agar memudahkan dalam
sosialisasi P4GN. BNNP Bengkulu
mengkampanyekan anti narkoba melalui 4
(empat) media yaitu: youtube, twitter,
facebook dan Instagram. Selain itu, BNNP
Bengkulu bekerjasama dengan berbagai
pihak seperti kepolisian dan Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi
Bengkulu untuk mensosialisaikan program
P4GN.

Deteksi dari Penyalagunaan Narkotika
dan Prekursor Narkotika

Tes Urine Kepada Seluruh Calon Kader Inti
Pemuda Anti Narkoba (KIPAN)

Berdasarkan hasil analisis data dari
wawancara, observasi dan dokumentasi
diketauhi bahwa BNN Provinsi Bengkulu
belum atau tidak melakukan tes urin
kepada seluruh calon Kader Inti Pemuda
Anti Narkoba (KIPAN) meskipun di dalam
Inpres Nomor 2 tahun 2020
menginstruksikan BNN agar
melaksanakannya  dengan  indikator
keberhasilan yakni terselenggaranya tes
urin tersebut dengan ukuran keberhasilan
yaitu 200 orang setiap di setiap tahun
anggaran. Analis Pemberdayaan
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Masyarakat BNN Provinsi Bengkulu
beralasan karena KIPAN itu termasuk ke
dalam kelompok penggiat anti narkoba
yang pelaksanaan tes urinnya dilakukan
secara mandiri, BNNP hanya menyiapkan
petugas pelaksananya saja. Namun
demikian, KIPAN diberikan KIE
(Komunikasi Informasi dan Informasi
Narkoba).

Tes Urin kepada Non-ASN Di
Lingkungan Kementerian Perhubungan dan
Awak Operatr Penyedia Jasa Transportasi

Berdasarkan hasil analisis data dari
wawancara, observasi dan dokumentasi
diketauhi bahwa BNN Provinsi Bengkulu
telah melaksanakan sosialisasi dan tes urin
dengan pegawai non-ASN dilingkungan
kemenhub dan awak jasa operator
penyedia jasa transportasi. Tes urin kepada
pegawai  Non-ASN  di
kementerian
dilaksanakan dengan baik meskipun
pelaksanaannya menggunakan anggaran
Kementerian Perhubungan, sedangkan
kegiatan sosialisasi dan tes urine kepada
awak jasa operator penyedia jasa
transportasi dilaksanakan satu tahun sekali
secara gratis dan dilaksanakan saat

lingkungan
perhubungan telah

menjelang lebaran. Berdasarkan indikator
capaian/keberhasilan rencana aksi P4GN
yang tertuang dalam Inpres Nomor 2
tahun 2020 maka pelaksanaan dua
kegiatan ini mendapatkan nilai baik karena
sudah dilaksanakan sesuai dengan inpres
tersebut.

Pelaksanaan Program Desa Bersinar
dari narkoba melalui Fasilitasi Kegiatan P4GN.

Berdasarkan hasil analisis data dari
wawancara, observasi dan dokumentasi
diketauhi bahwa BNN Provinsi Bengkulu
telah melaksanakan Program Desa Bersih
dari Narkoba (Bersinar) melalui fasilitasi
kegiatan PAGN. Program ini dilaksanakan
secara gratis dan semua fasilitas disiapkan
oleh pihak BNNP Bengkulu. Kegiatan ini

dinilai bagus karena bisa memberikan
edukasi  secara  langsung  kepada
masyarakat tentang bahaya atau dampak
penyalahgunaan Dengan
demikian, masyarakat berharap kegiatan
ini dilaksanakan secara berkelanjutan
dalam jangka panjang.

narkoba.

Pembahasan
Peningkatan kampanye publik tentang
bahayanya penyalagunaan narkoba dan
Prekursor narkotika

Berdasarkan  hasil  penelitian
diketauhi bahwa BNNP Provinsi Bengkulu
sudah melaksanakan program sosialisasi
program P4GN di sekolah-sekolah, dalam
artian program tersebut sudah berhasil dan
efektif dilaksanakan di lapangan. Hal ini
sesuai dengan (2020, n.d.) tentang
indikator keberhasilan terselenggaranya
sosialisasi P4GN dan tes urin pada setiap
kegiatan GenRe ukuran keberhasilan jika
kegiatan tersebut dilaksanakan 1 kali
dalam setahun. Seperti yang diungkapkan
(Kumorotomo, 2003) bahwa efektivitas
merupakan suatu pengukuran terhadap
penyelesaian suatu pekerjaan tertentu
dalam suatu organisasi. Begitu juga
pendapat dari AJF Stoner dalam
(“Nawawi, Ismail,” 2013) mengartikan
efektivitas sebagai kemampuan dalam
menentukan tujuan yang ingin dicapai.

Keberhasilan sebuah program tidak
akan bisa dilaksanakan dengan baik jika
tidak adanya kerjasama. Salah satu faktor
keberhasilan =~ program  yang telah
dilaksanakan BNNP Bengkulu
dikarenakan bekerja sama dengan berbagai
pihak, baik pemerintah, kepolisian,
masyarakat serta media elektronik
maupun non elektronik. Kerjasama ini
bertujuan agar memudahkan dalam
sosialisasi P4GN sehingga kampanye
PAGN dapat berjalan dengan efektif.
Menurut (Alfianti, N dan Tanjung, 2019)
bahwa kampanye merupakan suatu
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tindakan serentak untuk mengadakan aksi
yang  bertujuan  untuk
dukungan,  maupun  mempengaruhi
khalayak. Selanjutnya, (Milawaty M, 2020)
mengatakan bahwa kampanye publik
merupakan aktivitas komunikasi yang
terorganisasi, secara langsung, yang

mencapai

ditujukan khalayak tertentu, pada periode
yang telah ditetapkan untuk mencapai
tujuan. Dalam Peraturab BPKP RI nomor 5
tahun 2021 dijelaskan bahwa
Menyampaikan dan menyebarkan
informasi keberhasilan dihitung dari
mengambil tindakan. Salah satunya terkait
informasi pencegahan bahaya narkoba dan
prekursor narkoba yang diperhitungkan
sebagai ukuran keberhasilan, yaitu
informasi yang
dipublikasikan/ditampilkan di media
elektronik dan non media elektroni.
Selanjutnya, (Anis et al., 2021) menjelaskan
bahwa suatu program yang dijalankan
dapat dikatakan efektif apabila mampu
memenuhi target yang telah ditetapkan.
Untuk menilai efektivitas suatu program
perlu dilakukan agar dapat mengetahui
sejauh mana dampak dan manfaat yang di
hasilkan oleh program tersebut. Dengan
demikian, efektivitas suatu program atau
kegiatan merupakan gambaran
keberhasilan organisasi dalam tercapainya
sasaran yang telah ditetapkan. Namun
demikian, program tes urine dalam setiap
kegiatan (GenRe) BNNP Bengkulu tidak
melaksanakannya, hal ini dikarenakan
GenRe merupakan program yang berada
di bawah naungan BKKBN. BNNP
Bengkulu tetap bersedia membantu jika
dari pihak GenRe memberikan undangan
dan meminta menjadi pemateri ataupun
ikut terlibat dalam kegiatannya. Menurut
(Muchtar, 2020)) bahwa Genre yang
merupakan kependekan dari Generasi
Berencana, merupakan suatu program
yang berada dibawah naungan BKKBN.
Selanjutnya, dalam Peraturan BNN

(Peraturan Kepala BNN Republik Nomor 5
Tahun 2021, 2021) dijelaskan bahwa setiap
tahunnya, BKKBN memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan genre,
yaitu: a) BKKBN melaksanakan kegiatan
genre dan melaporkannya ke dalam
laporan Inpres; b) BNN membantu dan
mendampingi setiap kegiatan genre secara
berkala dan berkesinambungan melalui
satker deputi bidang pncegahan.

Deteksi Dini Penyalagunaan Narkotika
dan Perkursor Narkotika

Berdasarkan hasil penelitian BNNP
Bengkulu tidak melaksanakan program tes
urine kepada seluruh calon kader inti
pemuda anti narkoba (KIPAN). Hal ini
disebabkan oleh KIPAN termasuk ke
dalam kelompok penggiat anti narkoba
untuk lingkungan masyarakat, dan untuk
tes urine terhadap KIPAN dilaksanakan
secara mandiri dan BNNP Bengkulu hanya
memberikan KIE sehingga program ini
dapat  dikatakan  cukup  berhasil
dilaksanakan oleh pihak BNNP Bengkulu.
Menurut (Fanaqi & Pratiwi, 2019) bahwa
Program KIE PAGN merupakan salah satu
program prioritas nasional tahun 2017
yang telah ditetapkan oleh Bappenas dan
BNN. Melalui program KIE P4GN
diharapkan akan bisa memberikan
pemahaman yang jelas dan tegas kepada
masyarakat mengenai berbagai dampak
buruk penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba serta upaya pencegahan
yang dapat diterapkan secara nyata.
Seperti yang tertuang dalam (2020, n.d.)
bahwa indikator keberhasilan
terlaksananya kegiatan tes urine kepada
seluruh calon KIPAN di setiap provinsi
dengan tingkat keberhasilan 200 orang
setiap  tahun  anggaran  pertahun.
Selanjutnya Siagian 2008 dalam (Pagau et
al., 2018) menjelasakan bahwa
bagaimanapun baiknya suatu program
apabila tidak dilaksanakan secara efektif
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maka organisasi tersebut tidak akan
mencapai sasarannya, karena dengan
Pelaksanaan yang efektif, organisasi
semakin didekatkan pada tujuannya.

Tes urin kepada Non-ASN di lingkungan
kementerian Perhubungan dan awak
operator penyedia jasa trasportasi

Berdasarkan  hasil  penelitian
diketauhi bahwa BNNP Bengkulu telah
melaksanakan sosialisasi dan tes urine
terhadap awak jasa operator penyedia jasa
trasportasi, program dilaksanakan saat
menjelang lebaran. Program ini dinilai
sudah sangat baik dilaksanakan karena
sudah mencapai tujuan yang di harapkan,
hal ini sesuai dengan Dipa yang disiapkan
dan anggaran setiap tahunnya, yaitu 200
dipa dan program dilaksanakan satu tahun
sekali secara gratis. Dalam (2020, n.d.)
tentang keberhasilan
terlaksananya terhadap awak jasa operator
penyedia jasa trasportasi, dengan ukuran
keberhasilan terselenggaranya 200 orang
setiap tahun anggaranya. Selanjutnya,
menurut (Danim, 2004) bahwa efektifitas
dapat mengukur keberhasilan yang
dicapai oleh organisasi atau perusahaan
terkait dengan program — program yang
telah  direncanakan. @ Ukuran  dari
efektivitas dapat dinilai dengan cara
membandingkan pencapaian tujuan dari
suatu aktivitas yang dilakukan.

BNNP Bengkulu juga
melaksanakan tes urin terhadap Non-ASN
di lingkungan kemenhub, namun untuk
anggaran mereka menganggarkan sendiri.
Ketika ~ Non-ASN  di
kementerian perhubungan memberikan
laporan dan ingin melakukan kegiatan tes
urine maka BNNP Bengkulu maka BNNP
akan menyediakan tenaga SDMnya selama
pelaksanaan kegiatannya. Seperti halnya
dalam (Peraturan Kepala BNN Republik
Nomor 5 Tahun 2021, 2021) bahwa
permohonan Tes Urin Narkotika untuk

indikator

lingkungan

Deteksi Dini di beritahukan secara tertulis
oleh pemohon kepada pejabat berwenang
berikut (a) kepala BNN (Deputi
pemberdayaan masyarakat BNN) di
tingkat pusat; b) kepala BNNP ditingkat
provinsi.

Pelaksanaan Program Desa Bersih dari
Narkoba (Bersinar) melalui Fasilitasi
Kegiatan P4GN.
Program  desa
laksanakan melalui fasilitas kegiatan
P4GN, benar-benar sudah dilaksanakan
oleh pihak BNNP Bengkulu. Program ini
dinilai sudah tepat sasaran sehingga
pelaksaan dapat berjalan dengan baik
sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

bersinar di

Pelaksanaan program ini dilakukan secara
gratis dan semua fasilitas disiapkan oleh
pihak BNNP Bengkulu. Menurut (A. P.
Putra et al.,, 2019) bahwa Desa Bersinar
merupakan satuan wilayah setingkat
Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria
tertentu dimana terdapat pelaksanaan
program Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara
massif. Desa Bersinar ini direncanakan,
dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan
untuk masyarakat, pemerintah,
pemerintah daerah, pemerintah desa,
lembaga non pemerintah dan swasta
berperan dalam fasilitasi, pendampingan
dan pembinaan. Selanjutnya, (Makmur,
2011) mengungkapkan indikator
efektivitas dilihat dari beberapa segi
kriteria efektivitas, seperti : a) Ketepatan
dalam menentukan tujuan, merupakan
aktivitas organisasi didalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tujuan yang tepat akan mampu
mendukung  efektivitas  pelaksanaan
terutama yang berorientasi kepada jangka
panjang dan b) Ketepatan Sasaran,
Penentuan sasaran yang tepat dari suatu
invividu atau organisasi akan sangat
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menentukan keberhasilan aktivitas
organisasi, begitu juga sebaliknya jika
sasaran yang ditentukan itu kurang tepat,
maka akan menghambat pelaksanaan
kegiatan tersebut

Kegiatan program Desa Bersih
(Bersinar) yang dilaksanakan BNNP
Bengkulu dinilai sangat efektif jika
dilaksanakan karena bisa memberikan
ilmu secara langsung bagi masyarakat
tentang penyalagunaan
Masyarakat berharap untuk kegiatan Desa
Bersih dapat menjadi program
berkelanjutan untuk jangka panjang, agar
bisa memaksimalkan dan mengaplikasikan
di lapangan. Menurut (Nurul Mardhiyah &
RFS, 2022) bahwa Program Desa Bersih
Narkoba (Bersinar) adalah merupakan
program yang menerapkan kegiatan
advokasi dan diseminasi. Advokasi disini
adalah dengan memberikan pemahaman
kepada masyarakat tentang dampak buruk
dari penyalahgunaan narkotika melalui
sosialisasi di lingkungan masyarakat.
(Miftahuddin, 2020)
mengatakan bahwa suatu hal dapat
dianngap efektif hanya jika sesuai dengan
tujuan. Artinya, pencapaian hal yang
dimaksd adalah mencapai tujuan dengan
melakukan tindakan yang diperlukan
untuk mencapainya. Proses mencapai
tujuan tertentu disebut efektif.

narkoba.

Selanjutnya,

Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan maka dapat disimpulkan
bahwa rencana aksi program P4GN di
bidang  Bidang  Pencegahan  yang
dilakukan oleh BNNP Provinsi Bengkulu
di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:
1. Terdapat tiga kegiatan/program yang
sudah dilaksanakan dengan nilai baik.
Penilaian baik tersebut berdasarkan
indikator keberhasilan rencana aksi

program P4GN yang tertuang dalam

Inpres Nomor 2 tahun 2020. Kegiatan
atau program yang dimaksud adalah a)
Sosialisasi PAGN, b) Tes Urin kepada
pegawai Non-ASN di Lingkungan
Kemenhub dan awak operator
penyedian jasa trasportasi, dan «c)
Pelaksanaan Program Desa Bersih
(bersinar).

2. Terdapat dua program/kegiatan yang
dinilai kurang baik baik karena
pelaksanaanya belum sesuai dengan
target capaian indikator keberhasilan
rencana aksi program P4GN yang
tertuang dalam Inpres No 2 Tahun
2020.  Kegiatan/Program  tersebut

adalah a) Tes wurine pada setiap

kegiatan GenRe, dan b) Tes urine
terhadap KIPAN.

Berdasarkan hasil kesimpulan di
atas maka peneliti memberikan beberapa
saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak BNNP agar
melakukan evaluasi dan perbaikan
agar pelaksanaan dua
program/kegiatan yang belum
mendapatkan nilai kurang baik.

2. Pelaksanaan rencana aksi program
P4GN di bidang pencegahan perlu
ditingkatkan baik secara kuantitatif
dan secara kualitatif.

3. Diperlukan adanya kolaborasi antar

semua elemen dan stakeholder

masyarakat untuk melakukan
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